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BUPATI SITUBOIIDO, 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2012 
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Situbondo tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012. 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 tentang perubahan at.as Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tent.ang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Norn.or 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemberan Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4301); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan PengeJolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa ka1i terakhir, dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5030 ); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 }; 

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Panaru.kan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Da.erah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4028); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Repub1ik Indonesia. 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lemba.ran Negara. RepubliJc Indonesia Nomor 4578}; 

22. Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585}; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republilc Indonesia. Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

l 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
La.poran Penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kcpada DPRD dan lnformasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang · 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pcdoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

30. Peraturan Pemerinta.h Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

31. Peraturan Pemerint.ah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambehan 
Lembaran NefJU'3. Republik Indonesia Nomor 4972); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Jnsentif 
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tent.ang 
Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
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35. Pera.tu.ran Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

36. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pi.mpinan DPRD serta 
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif 
dan Dana Operasiona.1; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 /2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 
dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Tembakau; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah, 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam~ Nalx>t-32 Tamm .2011 tentangA,damazi Pemberian 
Hibah dan Bantuan SocialyangBexsumber-DariAPBD; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukwn Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127 /PMK.07/2011 
tentang Batas Maksimal Defi.sit APBD dan Batas Maksimal 
KomuJa.tif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012; 

44. Pera.tu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 
2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Pr) Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 
Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kahupaten Situbondo 
Tahun 2005 Seri A Nomor 01); 
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46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo, Seri E Nomor 2); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 
03); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 
Nomor 17); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan 
Terbatas (PI') Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 
Nomor 2); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupa.ten 
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2011 Nomor 5); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 
Nomor 6); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Retribusi ljin Gangguan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Retribusi ljin Trayek (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 
Nomor 9); 

58. Pera.tu.ran Daerah Ka.bupaten Situbond.o Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 
(Lembaran Daerah Kabupa.ten Situbondo Tahun 2011 
Nomor 11); 

l 
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60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 
2011 Nomor 12); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 
2011 t.entang Retnbusi Rumah Potong Hewan {I.embaran 
Daerah Ka.buparen Situbondo Tahun 2011 Nomor 13); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Retribusi Tempa.t Pelelangan Ikan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 
Nomor 15); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I Tahun 20 I 0 
tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Ka bu paten Situbondo 
Tahun 2011 Nomor 18); 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Bea PeroJehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 
Tahun 2011 Nomor 20); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 
2011 Nomor 24); 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2011 Nomor 2); 

68. Peraturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Retribuis Pelayanan Pasar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 
Nomor 24); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten 
Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2012 Nomor 4); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 5); 

71. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 
2011 -2015 ( Betita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 
2010 Nomor 85); 

72. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2011 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 
Kabupaten Situbondo Tahun 2012 (Berita Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 31 Tahun 2011}. 

I 
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JIIEIIUTUSKAR' : 

llenetaplma: PERATURAN BUPATI TMTAIIG PERJABARAN 
PERUBABAJI AlfGGARAII PBIO>APATAII DAIi BBLAIIJA 
DAERAH TAIIUII AllGGARAII 2012 

Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 semula berjumlah Rp. 929.408.200.848,59 ✓ 
bertambah/berkurang sejumlah Rp 39.598.706.912,Sl✓sehingga 
menjad.i Rp 969.006.907.761,40vteniiri dari: 

1. Pendapatan 
a. Semula Rp. 929.408.200.848,59 v 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 39.598.706.912,81 ✓ 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 
969 .006. 907. 761, 40v 

2. Belanja 
a. Semula Rp. 983.044.424.095,09 ,,,. 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 60.443.475.545.53 v 

- Jumlah Belanja 
setelah Perubahan Rp. 1.043.487 .899.640.62 v 

- Surplus/(Defisit) 
Setelah Perubahan Rp. {74.480.991.879,22) / 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 105.699.579.411,50 v 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.334.768.632,72 v 
- Jumlah Penerimaan 

setelah Peruhahan Rp. 127.034.348.044,22.., 
b. Pengeluaran 

1) Semula Rp. 8.435.000.000,00 v 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 490.000.000,00 ✓ 
- Jumlah Pengeluaran 

setelah Perubahan Rp. 8.925.000.000,00 .,, 
- Jumlah Pembiayaan netto 

setelah Perubahan Rp. 118. 109.348.044,22(-) ., 
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

setelah Perubahan Rp. 43.628.356.165,00 ~ 

Pual2 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan (SILPA) 
sebesar Rp 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud Pasa1 
1 ayat (3) huruf b masih dalam proses hukum sehingga tidak 
dapat dipergunakan. 

I 
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Pasal3 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 1 dirinci lebih 
lanjut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PualS 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 
ketentuan penmdang-undangan. 

Pual6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera.tu.ran Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

Diundangkan di Situbondo 
pada t.anggal . J 

BADI WIJOIIO 

Ditetapkan di Situbondo 

~ pada tanggal O - 0 C T ~,, 1 ? 

t BUPAfl SITUBOIO>O, 

C. µs ~ 
DADAIIG WIOIARTO 

, 

' .· '·· i 
t 
\ 

I . --

BERITA DAERAH KABUPATBR SITUBOtmO TAHUII ~2-ll0ll01ti·'J7· 


